
BUPATI BOMBANA, 
a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 

2019 ten tang Pedoman Pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Bombana nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih terdapat 
kekurangan dan belum dapat menampung 
perkembangan yang terjadi dalam pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
perlu diubah dan dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6 
I 
i 

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

TENTANG 

NOMOR 4~ TAHUN 2023 

BUPATI BOMBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

' 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Negara Republik 
J 

Pemerintahan Daerah [Lembaran 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

I 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 1 T~hun 2op4 tentf111g 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 4355); 

4;. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
I 

! Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembf1ran Negara Rep~blik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent~g 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
I 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang DasarNegara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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13:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ii \·~ ~ ,, ' 

tentang Pedoman .Tekni~ Pengelolaan Keua.ngan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

.' . ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan- Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 55;, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

( . . .' .\ 

(Lembaran NegafaRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
', 

119 Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

Dae rah 
; 

Pemungutan Flfljak Daerah dan Retrihusi 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

: 
1 L Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang . ' 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2p06 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, Pemerintah 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan . ~mbaran Negar~ Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

; 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 6322); 

; , : I 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara 

I 
9: •; 

I 

Undang-Undang Nomorl Tahun 2022 tentang Hubungan ,, 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

gj 
I 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_6856); 
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_ Retribusi Daerah di ubah sebagai berikut: I . 

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
sebagai b~rikut : 

Pasall ! 
i 

i 
Beberapa ketentuan dalam Peratlfran Bupati Bom?ana No11lor 6 Tahun 

I , ,· . .· '• -· I 
2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

. i . ·. 

f PAJAK DAERAH DJ\N RETRIBUSI DA~RAH. 

IPERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS I •. .. 

!PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2019 
ITENTANG PEDOMJ\N PEMBERIAN IN~ENTIF PEtMUNGUTAN 

' 1, I r 

Menetapkan .. -_' 

MEMUTUSKAN : 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bombana Nornor 6 Tahun 201.9 ten tang Pedoman ,, 
Pemberian Insentif Pemungutru) Pajak Daerah pan 
Retribusi Daerah; 

\5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah 

!, .,, 

diubah dengan;'Peraturan Bupati Bornbana Nomor 75 
' ' 

it. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum _ Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Darah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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2. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi 
i . . ,• .. . 

Daerah sebesar 78 % (Tujuh Puluh Delapan Persen] dari bagian 
insentif pemungutan Retribusi Daerah. 

! 

i . • 
Perangkat Daerah yang rrielaksauakan pernungutan pajak pan 
retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut: ! ;.: .. ' 

J. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemµngutan Pajak Daerah 
r ,_ ·: - f ~ i . .• i 

sebesar 78 o/o (Tujuh Puluh Delapan Persen] dari bagian insentif 
pemungutan pajak daerah; dan 

I 
I 

d. 

Sekretaris Daerah sebesar 6 % (enam persen) dari bagian insentif 
I . 
i 

pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan 
I . ·,• 

c. 

Y7akil B~pati sebesar 7 fo [tujuh persen) dari ba&,ian ins~ntif 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 
'. ! : . .l :-· ' 

. I 

b. 

Bupati sebesar 9 % [Sembilan persen) dari bagian insentif pemungutan 
I 

pajak daerah dan retribusi daerah; 
a. 

(p) Bes~an insyqtif sebagaimana 9~maksud pada ayl;lt (1) seb~gai beri1fut: 
' ' .. , I 

Insentif Upah Pungut ~ebagaiII}.ana dimaksud p~da ayat (1) diberikan 
" I . : : :,. , 

kepada Bupati, W akil Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah 
selaku Koordinator pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

r ( - .. 

b. besamya upah pungut (UP) 4o/o (empat persen) diberikan kepada 
' I : I : 

Perangkat Daerah Pemunglft PAD dan pihak lain yang membantu 
instansilpelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah. 

I 
I 

a. besarnya Upah Pungut (UP) 1 °/o (Satu persen) diberikan kepada 
Pejabat dan Pegawai pelaksana pengelola Pendapatan Asli Daerah; 

i 

' Besaran insentif Upah Pungut ~ebagai berikut: 
: :~ I :: 

\ 

Pasal 9 

( 1) 

PENERIMAAN DAN AWKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJA~ DAERA..H 
I I : ·r: :: • ·•, 

DAN RETRfBUSI DAERAH 
1 

BAB IV 
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1?ERITA OAERAH! ~BUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR. 4 .0. 
. I ,: :' _. : 

(1\\\ 
''---AANARF 

Diundangkan diRumbia 
pada tanggal ~ e i t-\oVf,Y-Af1ef 2023 

~EKRET1'RIS DA~~H KABUPATEN ~OMBANA 

EDY SUHARMAN'fO 
- . ..J 

5 
i: 4 

3 
2 

NO UNIT/SATUAN KFJUA P 

Pj. BUPAJ'I BOMBJ\NA, . 
1 

Ditetapkan di Rumpia 
pada tanggal '!Jo r'dV'"""{jp. 2023 . PARAF KOORDINASI 

tetapi lebih dari 75 o/o (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk 
triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya,m~merintahkan pen~undangan peraturan 
Bupati ini deng~ penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Bombana. 

(4) Apabila padalakhir triwulan IV realisasi kurang dari 100%> (seratus persen) 
. . ~ 
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